
[ SALINAN 

BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 30 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NO MOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

BANTUAN LANGSUNG TUNA! DAERAH KEPADA MASYARAKAT MISKIN 
DAN MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 

MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyaluran 

Bantuan Langsung Tonai kepada masyarakat miskin dan 

masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019, perlu 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Belitung 
Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Bantuan Langsung Tunai Daerah kepada Masyarakat Miskin 

dan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung 

Tunai Daerah kepada Masyarakat Miskin dan Masyarakat 
Terdampak Corona Virus Disease 2019 Melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3274); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaa.n Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5449); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 
2 1  Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 1  
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1042); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara Reublik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 



' 

Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 
Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 16); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 77); 

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 
Nomor 18); 

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Benja Tidak Terduga (Berita 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 17); 

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai 

Daerah kepada Masyarakat Miskin dan Masyarakat 
Terdampak Corona Virus Disease 2019 Melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 27); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH 
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT TERDAMPAK 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Timur 
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Langsung Tunai Daerah kepada Masyarakat Miskin dan 
Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 27), 
diubah sebagai berikut: 



Pasal 5 

(1) Penyaluran BLT melalui Dinas yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung Timur. 

(2) Penyaluran BLT diberikan sebanyak 3 (tiga) tahap. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal 23 Juni 2020 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

ttd 

YUSLIH IHZA 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 23 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 

IKHWAN FAHROZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 30 

suai dengan aslinya 
GIAN HUKUM, 

AN, SH 
1 20060 1 005 


